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BUPATI PEM ALANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOM OR 16 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH DI KABUPATEN PEMALANG

enim bang

engingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

bahwa penunaian zakat m erupakan kew ajiban um at Islam yang
m am pu dan hasil pengum pulan zakat merupakan sum ber dana
yang potensial dalam upaya m ew ujudkan k esejahteraan

m asyarakat sesuai ketentuan agam a;

bahwa selain zakat, infak sedekah, dan dana sosial keagaam an
lainnya juga m em pakan sum ber dana yang potensial dalam
upaya pem berdayaan ekonomi masyarakat untuk m ew ujudkan

k esejahteraan sosial yang lebih baik;

bahwa dalam rangka m eningkatkan daya guna dan hasil guna,

m aka zakat, infak sedekah, dan dana sosial keagaam an lainnya

ham s dikelola secara melem baga sesuai dengan syariat Islam ;

bahwa berdasarkan pertim bangan sebagaim ana dim aksud dalam

huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu m em bentuk Peraturan

D aerah tentang Pengelolaan Z akat, Infak dan Sedekah d

K abupaten Pem alang;

P asal 18 ayat (6) Undang-Undang D asar N egara R epublik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang N omor 13 T ahun 1950 tentang Pem bentukan

D aerah-daerah K abupaten D alam Lingkungan Propinsi Jaw a

Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);



10.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

(Lem baran N egara R epublik Indonesia Tahun 1983 N omor 50,
Tam bahan Lem baran N egara R epublik Indonesia N omor 3262)
sebagaim ana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang N omor 17 T ahun 2000 tentang Perubahan K etiga A tas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
(Lem baran N egara R epublik Indonesia T ahun 2000 N omor 127,

T am bahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 127);

Undang-Undang N omor 12 T ahun 2011 tentang Pem bentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lem baran N egara R epublik
Indonesia T ahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran N egara

R epublik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang N omor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan
Z akat (Lem baran Negara R epublik Indonesia T ahun 2011 N omor
115, Tam bahan Lem baran N egara R epublik Indonesia N omor
5255);

Undang-Undang N omor 23 Tahun 2014 tentang Pem erintahan

D aerah (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2 44, Tam bahan Lem baran N egara R epublik Indonesia N omor
5587) sebagaim ana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
A tas Undang-Undang N omor 23 T ahun 2014 tentang
Pem erintahan D aerah (Lem baran N egara R epublik Indonesia
T ahun 2015 N omor 58, T am bahan Lem baran N egara R epublik

Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pem erintah N omor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan

M ulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

Peraturan Pem erintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau
Sum bangan K eagam aan yang Sifatnya W ajib yang dapat
dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lem baran Negara R epublik
Indonesia T ahun 2010 N omor 98, Tam bahan Lem baran N egara

R epublik Indonesia Nomor 5148);

Peraturan Pemerintah N omor 14 T ahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang N omor 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Z akat (Lem baran N egara R epublik Indonesia T ahun
2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

N omor 5508);

Peraturan Pemerintah N omor 18 T ahun 2016 tentang Perangkat
D aerah (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tam bahan Lembaran N egara R epublik Indonesia N omor

5887);

Peraturan D aerah K abupaten Pem alang N omor 13 T ahun 2016
tentang Pem bentukan dan Susunan Perangkat Daerah K abupaten
Pem alang (Lem baran D aerah K abupaten Pem alang T ahun 2016
N omor 14, Tam bahan Lem baran D aerah K abupaten Pem alang

Nomor 14);



M

Dengan Persetujuan Bersam a

DEW AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG

BUPATI PEMALANG

M EMUTUSKAN:

enetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK

DAN SEDEKAH DI KABUPATEN PEMALANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

D alam Peraturan D aerah iniyang dim aksud dengan

1.

Pem erintah Pusat yang selanjutnya disebut Pem erintah adalah Presiden
R epublik Indonesia yang memegang kekuasaan pem erintahan negara R epublik
Indonesia yang dibantu oleh W akil Presiden dan m enteri sebagaim ana dim aksud

dalam Undang-Undang D asar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.

D aerah adalah Kabupaten Pemalang.

Pem erintah D aerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pem erintahan
D aerah yang m em im pin pelaksanaan urusan pem erintahan yang m enijad.i
kewenangan daerah otonom

Bupati adalah Bupati Pem alang.

Dew an Perwakilan R akyat D aerah K abupaten Pem alang yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lem baga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan D aerah.

K epala K antor W ilayah K em enterian A gam a Provinsi adalah K epala K antor
W ilayah K em enterian A gama Provinsi Jawa Tengah.
K epala K antor K em enterian A gam a K abupaten adalah K epala K antor

K em enterian A gama Kabupaten Pem alang.

Badan A mil Zakat N asional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lem baga
yang m elakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Badan A mil Zakat N asional Provinsi yang selanjutnya disebut BAZNAS Provinsi
adalah lem b aga yang dibentuk oleh M enteri A gam a yang berwenang
m elaksanakan tugas pengelolaan zakat di tingkat Provinsi.

B adan A m il Z akat N asional K abupaten yang selanjutnya disebut BAZNAS
K abupaten adalah lem b aga yang m elakukan pengelolaan zakat, in fak dan

sedekah di tingkat D aerah.

Lem baga A mil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lem b aga yang
dibentuk m asyarakat yang m em iliki tugas m em bantu pengum pulan,
pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah.

Unit Pengum pul Zakatyang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi
yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten untuk mem bantu pengum pulan zakat.

Pengelolaan zakat, infak dan sedekah adalah k egiatan perencanaan,
pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengum pulan, pendistribusian, dan

pendayagunaan zakat, infak dan sedekah.
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16.

17.

18.

19.

P e

n

Z akat adalah harta yang waijib dikeluarkan oleh seorang m uslim atau badan
usaha untuk diberikan kepada yang berhak m enerimanya sesuai dengan syariat
Islam

Z akat mal adalah harta yang dikeluarkan oleh m uzaki melalui am il zakat resm i
untuk diserahkan kepada m ustahik.

Z akat fitrah adalah zakat jiwa yang diw ajibkan atas setiap diri m uslim yang
hidup pada bulan ram adhan.

Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan wusaha di luar
zakat untuk kem aslahatan um um

Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau

badan usaha diluar zakat untuk kem aslahatan um um
D ana sosial keagam aan lainnya adalah pem berian dari oleh m uslim berupa
hibah/pem berian w akaf, hadiah dan/ atau pem berian kepada lem baga

keagam aan selain islam untuk kepentingan agam anya.

M uzaki adalah seorang m uslim atau badan usaha yang berkew ajiban
m enunaikan zakat.

M ustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.

Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum

A m il B adan A mil Zakat N asional K abupaten yang selanjutnya disebut A mil
BAZNAS K abupaten adalah pegawai BAZNAS K abupaten yang diangkat oleh
K etu a BAZNAS K abupaten sebagai pelaksana tugas dan fungsi BAZNAS
K abupaten.

Hak A mil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dim anfaatkan untuk
biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam

A nggaran Pendapatan dan B elanja D aerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan D aerah yang ditetapkan dengan Peraturan
D aerah.

A nggaran Pendapatan dan Belanja N egara yang selanjutnya disingkat APBN
adalah rencana keuangan tahunan Pem erintah Pusat yang ditetapkan dengan

undang-undang.

BAB Il

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

gelolaan zakat, in fak dan sedekah dan dana sosial keagam aan lainnya

berasaskan:

a .

b .

syariat Islam ;

am anah;

kem anfaatan;
keadilan;
transparansi;
keberhasilgunaan;
k epastian hukum ;
terintegrasi; dan

akuntabilitas.

Pasal 3

gelolaan zakat infak dan sedekah bertujuan untuk:

m eningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, infak
dan sedekah;

m eningkatkan m anfaat zakat, in fak dan sedekah untuk m ew ujudkan

k esejahteraan m asyarakat dan penanggulangan kemiskinan;



m eningkatkan k esadaran m asyarakat dalam m enunaikan zakat, infak dan

sedekah sesuai dengan tuntunan agam a;

d. m eningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam pengelolaan zakat,
infak dan sedekah sebagai upaya mewujudkan k esejahteraan m asyarakat dan
keadilan sosial; dan

e. m eningkatkan fungsi dan pem anfaatan zakat, in fak dan sedekah untuk
pem berdayaan ekonomiummat; dan

f. m erubah m ustahik menjadi m uzaki.

BAB Il
BAZNAS KABUPATEN
B agian K esatu
Pem bentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 4

(1) D alam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat, infak dan sedekah pada tingkat
D aerah dibentuk BAZNAS Kabupaten.

(2) BAZNAS K abupaten sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) dibentuk oleh
Direktur Jenderal yang m em punyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada
kem enterian yang m enyelenggarakan urusan pem erintahan di bidang agam a
atas usul Bupati setelah mendapat pertim bangan BAZNAS.

(3) Sekretariat BAZNAS Kabupaten berkedudukan di Ilbukota D aerah.

Pasal 5
BAZNAS K abupaten sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 4 bertanggung jaw ab

kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati.

(2)

(4)

(7)

(1)

Pasal 6

BAZNAS Kabupaten sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 4 terdiri atas unsur
pim pinan dan pelaksana.

Pim pinan sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dan 4 (em pat)
orang wakil ketua.

Pim pinan sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) berasal dari unsur m asyarakat
yang m eliputi ulam a, tenaga profesional, dan tokoh m asyarakat Islam
Pelaksana sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) terdiri atas bidang, bagian dan

satuan.

Pelaksana sebagaim ana dim aksud pada ayat (4) m elaksanakan fungsi
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan dan
pertanggungjaw aban dalam pengum pulan, pendistribusian, dan
pendayagunaan zakat, infak dan sedekah.

Pelaksana sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) berasal dari bukan pegaw ai

negeri sipil.

D alam hal diperlukan pelaksana dapat berasal dari pegawai negeri sipil yang

diperbantukan.

Pasal 7

Pim pinan BAZNAS Kabupaten sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 6 ayat (1),
diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah m endapat pertim bangan dari

BAZNAS.



(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(7)

(1)

Pengangkatan dan pem berhentian pim pinan BAZNAS

dim aksud

m

m

em punyai

enyelenggarakan

P

disam paikan

K epala

M

as

a kerja

dapat dipilih

negara

K antor

ada ayat (1)

tugas d

kepada

pim pinan

kem b ali

diangkat

urusan

diberitahukan

an fungsi di bidang

kepada
zakat

pem erintahan di bidang

D

P

K abupaten sebagaim ana

irek tur

ada kem enteria

Jenderal yang

n yang

agama yang tem busannya

K epala Kantor W ilayah K em enterian A gama Prov

K em enterian A gama K abupaten.

BAZNAS Kabupaten dijab a

t

selam a 5 (lima) tah

untuk 1 (satu) kali m asa jabatan.

sebagai anggota BAZNAS Kabupaten paling sedik

persyaratan:

beragam a Islam ;

p

Indonesia;

kepada Allah SW T;

m ulia;

aling sedikit 40 (em pat puluh) tahun;

sehatjasm ani dan

m enijad.i

Untuk dapat
m em enuhi
a. w arga

b .

c. bertakw a
d. berahlak
e. berusia
f.

g. tid a k

h mem ilik i
i tid ak

pernah

diancam

Pelaksana

diangkat

BAZNAS

dan

K etentuan

pem berhentian

dengan

BAZNAS

elaksanakan

m
Z akat
fitrah.

K abupaten

Zakat m al

lebih

Peraturan

sebagaim ana

rohani;

anggota partai politik;

kom petensi di bidang pengelolaan zakat;

dihukum

dengan pidana penjara paling singkat

Pasal 8

5

d

karena m elakukan tindak

an

insi dan

un dan

it harus

pidana kejahatan yang

(lim a) tahun.

K abupaten sebagaim ana dim aksud

dalam Pasal 6

diberhentikan oleh ketua BAZNAS Kabupaten.

pengelolaan

lanjut m engenai m ekanism e dan
pim pinan dan pelaksana BAZNAS

Bupati.

Pasal 9

dim aksud pada ayat (1) m

tata

cara pengangka

ayat (1)

tan dan

K abupaten diatur lebih lanjut

sebagaim ana dim aksud dalam

zakat, infak dan sedekah

Pasal 4 m em puny

ai tugas

pada tingkat D aerah.

eliputi zakat m al da

sebagaim ana dim aksud pada ayat (2) meliputi:

a. em as, perak, dan logam m ulia lainnya;

b. uang dan surat berharga lainnya;

c. perniagaan;

d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
e. peternakan dan perikanan;

f. pertam bangan;

g. perindustrian;

h. pendapatan dan jasa; dan

i. rikaz.

Z akat m al sebagaim ana dim aksud pada ayat (2) m
oleh m uzaki perseorangan atau badan usaha.

Syarat d

sesu ai

D alam

BAZNAS

a .

perencanaan

infak

a

n

tata cara

dengan syariat

m elaksanakan

K abupaten m

d

a

n

sedekah;

penghitungan zakat mal d

Islam

Pasal 10

a

erupakan harta yang

n

zakat fitrah dilak

tugas sebagaim ana dim aksud

enyelenggarakan fungsi:

pengum pulan, pendistribusian,

d

a

n

dalam Pasal 9

pendayagunaan

n zakat

dim ilik i

sanakan

ayat (1),

zakat,



(2)

(1)

(2)

(2)

(3)

(4)

Susunan

b . pelaksanaan pengum pulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat,
infak dan sedekah;

c. pengendalian pengum pulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat,
infak dan sedekah;

d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat,
term asuk pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak dan sedekah;
dan

e. pem berian rekom endasi dalam proses izin pem bukaan perw akilan LAZ

berskala provinsi di D aerah.

D alam m elaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Kabupaten dapat bekerja
sam a dengan pihak terkait sesuai dengan k etentuan peraturan perundang -
undangan.

Pasal 11
D alam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 9
dan Pasal 10, BAZNAS Kabupaten wajib:
a. melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas

pengum pulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;

b. m elakukan koordinasi dengan kantor kem enterian agam a kabupaten dan
instansi terkait di tingkat D aerah dalam pelaksanaan pengum pulan,
pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;

c. m elaporkan dan m em pertanggungjaw abgkan pengelolaan zakat, infak dan
sedekah, serta dana sosial keagam aan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan
B upati setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun dengan m em berikan
tem busan kepada Kantor Kementerian A gama Kabupaten; dan

d. melakukan verifikasi adm inistratif dan faktual atas pengajuan rekomendasi
dalam proses izin pem bukaan perwakilan LAZ berskala D aerah.

BAZNAS Kabupaten m elaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di Daerah sesuai

dengan kebijakan BAZNAS.

B agian K edua
Uupepz
Pasal 12

D alam m elaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS K abupaten dapat

m em bentuk UPZ.

UPZ sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) bertugas m em bantu pengum pulan

zakat, infak dan sedekah

H asil pengum pulan zakat oleh UPZ sebagaim ana dim aksud pada ayat (2) waijib

disetorkan ke BAZNAS Kabupaten.

Pem bentukan dan tata kerja UuperPz dilaksanakan sesu ali dengan k etentuan

peraturan perundang-undangan.

B agian K etiga
Susunan O rganisasi
Pasal 13
O rganisasi BAZNAS Kabupaten terdiri atas:

K etu a;

W akil Ketua;

Bidang Pengum pulan;

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan;

B agian Perencanaan, Keuangan, dan Pelapor

an;



f. B agian A dm inistrasi, Sum ber Daya M anusia, dan Umum ; dan

g. Satuan Awudit Internal.

Pasal 14

(1) Bidang dan B agian sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 13 huruf c¢c, huruf d,
hurufe, dan huruf fdipim pin oleh W akil Ketua BAZNAS Kabupaten.
(2) Satuan Audit Internal sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 13 huruf g dipim pin

oleh Ketua BAZNAS Kabupaten.

(3) Pelaksanaan tugas dan fungsi bidang dan bagian sebagaim ana dim aksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh A mil BAZNAS K abupaten dalam koordinasi wakil
ketua.

Paragraf 1

K etua dan W akil Ketua

Pasal 15

Ketua mem punyai tugas mem im pin pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten.

Pasal 16

W akil K etu a m em punyai tugas m em bantu K etu a m em im pin pelaksanaan tugas
BAZNAS K abupaten dalam perencanaan, pengum pulan, pendistribusian dan
pendayagunaan, keuangan, adm inistrasi perkantoran, sum ber daya m anusia,
um um , pem berian rekom endasi, dan pelaporan.

Paragraf 2

Bidang Pengum pulan

Pasal 17

Bidang Pengumpulan dipim pin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan

W akil K etua I.

Pasal 18

Bidang Pengum pulan m em punyai tugas m elaksanakan pengelolaan pengum pulan

zakat.

Pasal 19

D alam m enjalankan tugas sebagaim ana dim aksud dalam P asal 18, Bidang

Pengum pulan menyelenggarakan fungsi:

a . penyusunan strategi pengum pulan zakat, infak dan sedekah;

b . pelaksanaan pengelolaan dan pengem bangan data muzaki;

c. pelaksanaan kampanye zakat, infak dan sedekah;

d . pelaksanaan dan pengendalian pengum pulan zakat, infak dan sedekah;

e. pelaksanaan pelayanan muzaki;

f. pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengum pulan zakat, infak dan sedekah;

g. penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat, infak dan
sedekah;

h . pelaksanaan penerim aan dan tindak lanjut keluhan atas layanan muzaki; dan

i. koordinasi pelaksanaan pengum pulan zakat, infak dan sedekah tingkat D aerah.



Paragraf 3

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Pasal 20

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan dipim pin oleh satu orang wakil ketua

dengan sebutan jabatan W akil Ketua II.

Pasal 21

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan m em punyai tugas m elaksanakan

pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah.

Pasal 22

D alam m enjalankan tugas sebagaim ana dim aksud dalam P asal 21, Bidang

Pendistribusian dan Pendayagunaan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat, in fak dan
sedekah;

b . pelaksanaan pengelolaan dan pengem bangan data m ustahik;

c. pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak

dan sedekah;
d. pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat,

infak dan sedekah;

e. penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan
pendayagunaan zakat, infak dan sedekah; dan
f. koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan

sedekah tingkat D aerah.

Paragraf 4

B agian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan

Pasal 23

B agian Perencanaan, K euangan, dan Pelaporan dipim pin oleh satu orang w akil

ketua dengan sebutan jabatan W akil Ketua III.

Pasal 24

B agian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan m em punyai tugas m elaksanakan

pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan.

Pasal 25

D alam m enjalankan tugas sebagaim ana dim aksud dalam P asal 2 4, B agian

Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

a . penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat tingkat D aerah;
b . penyusunan rencana tahunan BAZNAS Kabupaten;
c. pelaksanaan evaluasi tahunan dan lim a tahunan rencana pengelolaan zakat,

infak dan sedekah Daerah;

d. pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS Kabupaten;
e. pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS Kabupaten;
f. penyusunan Laporan K euangan dan Laporan A kuntabilitas Kinerja BAZNAS

K abupaten; dan



10

g. penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat, infak dan sedekah tingkat

D aerah.

Paragraf 5

B agian A dm inistrasi, Sum ber Daya M anusia, dan Umum

Pasal 26

B agian A dm inistrasi, Sum ber Daya M anusia, dan Umum dipim pin oleh satu orang

wakil ketua dengan sebutan jabatan W akil Ketua IV.

Pasal 27

B agian A dm inistrasi, Sum ber D aya M anusia, dan Umum m em punyai tugas
m elaksanakan pengelolaan A m il BAZNAS K abupaten, adm inistrasi perkantoran,
kom unikasi, um um , dan pem berian rekomendasi.

Pasal 28

D alam m enjalankan tugas sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 27, B agian
A dm inistrasi, Sum ber Daya M anusia, dan Umum m enyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan strategi pengelolaan Amil BAZNAS Kabupaten;

b . pelaksanaan perencanaan Amil BAZNAS Kabupaten;

c. pelaksanaan rekrutmen A mil BAZNAS Kabupaten;

d. pelaksanaan pengem bangan Amil BAZNAS Kabupaten;

e. pelaksanaan adm inistrasi perkantoran BAZNAS Kabupaten;

f. penyusunan rencana strategi kom unikasi dan hubungan m asyarakat BAZNAS

K abupaten;

g. pelaksanaan strategi kom unikasi dan hubungan m asyarakat BAZNAS
K abupaten;

h . pengadaan, pencatatan, pem eliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset
BAZNAS Kabupaten; dan

i pem berian rekom endasi pem bukaan perw akilan LAZ berskala Provinsi di

D aerah.

Paragraf 6

Satuan Audit Internal

Pasal 29

Satuan Audit Internal berada di bawah dan bertanggung jaw ab kepada K etu a

BAZNAS Kabupaten.

Pasal 30

Satuan A udit Internal m em punyai tugas pelaksanaan audit keuangan, audit

m anajemen, audit m utu, dan audit kepatuhan internal BAZNAS Kabupaten.

Pasal 31

D alam m enjalankan tugas sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 30, Satuan A wudit

Internal m enyelenggarakan fungsi:

a . penyiapan program audit;
b . pelaksanaan audit;
c. pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan Ketua BAZNAS;

d. penyusunan laporan hasil audit; dan
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e. penyiapan pelaksanaan audityang dilakukan oleh pihak eksternal.
Paragraf 7
A mil BAZNAS Kabupaten
Pasal 32

(1) A m il BAZNAS K abupaten sebagaim ana dim aksud dalam P asal 14 ayat (3)
diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten.

(2) A mil BAZNAS Kabupaten sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) direkrut m elalui
proses seleksi dengan m em pertim bangkan kom petensi dan k ebutuhan sesu ali
tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten.

(3) Hak keuangan Amil BAZNAS Kabupaten dibebankan pada Hak Amil.

(4) A mil BAZNAS Kabupaten bukan merupakan pegawai negeri sipil.

(5) K etentuan lebih lanjut m engenai A m il BAZNAS K abupaten diatur dengan
Peraturan K etu a BAZNAS K abupaten sesu ali dengan k etentuan peraturan
perundang-undangan ketenagakerjaan

BAB IV
LAZ
Pasal 33

(1) U ntuk m em bantu BAZNAS K abupaten dalam pelaksanaan pengum pulan,
pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah, m asyarakat
dapat m em bentuk LAZ.

(2) Pem bentukan LAZ sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN PENDAYAGUNAAN
B agian K esatu
Pengum pulan
Pasal 34

(1) M uzaki m elakukan penghitungan harta dan kewajiban zakatnya berdasarkan
hukum dan agama Islam

(2) D alam h al tid a k dapat m enghitung sendiri harta dan kew ajiban zakatnya
sebagaim ana dim aksud pada ayat (1), m uzaki dapat m em inta bantuan BAZNAS
K abupaten untuk m enghitungnya

Pasal 35
Z akat yang dibayarkan oleh m uzak.i kepada BAZNAS K abupaten atau LAZ
dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal 36

(1) BAZNAS Kabupaten atau LAZ wajib mem berikan bukti setoran zakat, infak dan
sedekah kepada setiap muzaki.

(2) B ukti setoran zakat sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) digunakan sebagai



(2)
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(1)
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(1)

(2)
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B agian Kedua

Pendistribusian

Pasal 37

BAZNAS Kabupaten wajib m endistribusikan zakat, infak dan shodagoh kepada
m ustahik sesuai dengan syariat Islam

Pendistribusian zakat, infak dan sedekah sebagaim ana dim aksud pada ayat (1),
dilakukan berdasarkan sk ala prioritas dengan m em perhatikan prinsip

pem erataan, keadilan dan kewilayahan.

B agian K etiga

Pendayagunaan

Pasal 38

Z akat, infak dan sedekah dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam
rangka penanganan fakir m iskin dan peningkatan kualitas um at.

Pendayagunaan zakat, infak dan sedekah untuk usaha produktif sebagaim ana
dim aksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar m ustahik telah

terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B agian Keem pat

Pengelolaan Infak, Sedekah, dan D ana Sosial Keagam aan L ainnya

Pasal 39

H asil pengum pulan zakat, infak dan sedekah dan dana sosial keagam aan

lainnya dim anfaatkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam

Pendistribusian dan pendayagunaan in fak, sedekah, dan dana sosial
k eagam aan lainnya sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) dilakukan sesu ali
dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang

diikrarkan oleh pem beri.
Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagam aan lainnya harus dicatat

dalam pem bukuan tersendiri.

BAB VI

LINGKUP KEWENANGAN PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 40

BAZNAS K abupaten berwenang m elakukan pengum pulan zakat, infak dan
sedekah melalui UPZ dan/ atau secara langsung.
Pengum pulan zakat m elalui UupPerPz sebagaim ana dim aksud pada ayat (1)

dilakukan dengan cara m em bentuk UPZ pada:

a. perangkat daerah/ lem baga daerah;

b. kantor instansi vertikal tingkat Daerah;

c. badan usaha milik daerah;

d . perusahaan sw asta skala Daerah;

e. m asjid, m ushalla, langgar, surau atau nam a lainnya,;
f. sekolah/m adrasah dan lem baga pendidikan lain;

g. kecam atan; dan

h. desal/kelurahan
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(3) Pengum pulan zakat secara langsung sebagaim ana dim aksud pada ayat (1)
dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS Kabupaten.
BAB VII
PEMBIAY AAN
Pasal 41

(1) Pim pinan BAZNAS K abupaten diberikan h a k k euangan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

(2) Pim pinan BAZNAS K abupaten sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) tid a k
diberikan uang pensiun dan/atau pesangon setelah berhenti atau berakhir
m asa jabatannya.

(3) H ak keuangan pim pinan BAZNAS K abupaten sebagaim ana dim aksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesu ali dengan k etentuan peraturan perundang -
undangan.

Pasal 42

(1) Biaya operasional BAZNAS Kabupaten dibebankan pada APBD dan Hak Amil.

(2) B iaya operasional BAZNAS K abupaten yang dibebankan pada A PBD
sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) meliputi:

a. hak keuangan pim pinan BAZNAS Kabupaten;
b . biaya adm inistrasi um um ; dan
c. biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS Kabupaten dengan LAZ.

(3) B iaya operasional selain sebagaim ana dim aksud pada ayat (2) dibebankan
kepada Hak Amil.

(4) Besaran Hak A milyang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaim ana
dim aksud pada ayat (2) ditetapkan sesuali dengan syariat Islam dengan
m em pertim bangkan aspek produktivitas, efek tivitas, dan efisien si dalam
pengelolaan zakat, infak dan sedekah.

(5) Penggunaan besaran H ak A m il sebagaim ana dim aksud pada ayat (3)
dicantum kan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh
BAZNAS Kabupaten dan disahkan oleh BAZNAS.

Pasal 43
Pem biayaan yang bersum ber dari A PBN dapat diberikan kepada BAZNAS
K abupaten apabila pem biayaan operasional yang bersum ber dari A PBD tid a k

m encukupi.

BAB VIII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGIJIAW ABAN

Pasal 44

BAZNAS Kabupaten wajib menyam paikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat,

infak

, sedekah, dan dana sosial keagam aan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan

B upati dengan m em berikan tem busan kepada K antor K em enterian A gam a

K abupaten setiap 6 (enam ) bulan dan akhir tahun.
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Pasal 45

LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan zakat, infak, sedekah,
dan dana sosial keagam aan lainnya kepada BAZNAS Kabupaten dan Bupati dengan
m em berikan tem busan kepada K antor K em enterian A gam a K abupaten setiap 6

(enam ) bulan dan akhir tahun.

Pasal 46

Perwakilan LAZ wajib m enyam paikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak,
sedekah, dan dana sosial keagam aan lainnya kepada LAZ dengan m enyam paikan
tem busan kepada Bupati dan Kepala Kantor W ilayah K em enterian A gama Provinsi

dan Kepala Kantor Kem enterian A gama Kabupaten.

Pasal 47

(1) Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, in fak, sedekah, dan dana sosial
keagam aan lainnya sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 44, Pasal 45, dan
Pasal 4 6 harus diaudit syariat dan k euangan sesuali dengan k etentuan

peraturan perundang-undangan.

(2) Laporan sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) m em uat akuntabilitas dan
kinerja pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial
keagam aan lainnya.

(3) Laporan pelaksanaan dan Pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial
keagam aan lainnya yang telah diaudit syariat dan keuangan sebagaim ana

dim aksud pada ayat (1) dan ayat (2), disam paikan kepada BAZNAS.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAW ASAN

Pasal 48

(1) Bupati m elaksanakan pem binaan dan pengawasan terhadap BAZNAS

K abupaten dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pem binaan sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) m eliputi fasilitasi, sosialisasi,
edukasi, dan syariat
(3) K etentuan leb ih lanjut m engenai pem binaan dan pengawasan diatur dengan

Peraturan B upati.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 49

(1) M asyarakat berperan serta untuk m enciptakan budaya sadar zakat, infak dan
sedekah di lingkungan m asing-m asing.
(2) M asyarakat dapat berperan serta dalam pem binaan dan pengawasan terhadap

BAZNAS Kabupaten dan LAZ.
(3) B entuk peran serta m asyarakat sebagaim ana dim aksud pada ayat (1),
diw ujudkan dalam bentuk
a. penyuluhan/dakwah/sosialisasi tentang zakat, infak dan shodaqoh;
b . penelitian; dan

c. pengkajian dan sem inar.
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(4) Pem binaan sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
d. meningkatkan kesadaran m asyarakat untuk m enunaikan zakat m elalui

BAZNAS Kabupaten dan LAZ; dan

e. m em berikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS Kabupaten dan LAZ.
(5) Pengawasan sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
a. akses terhadap inform asi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh

BAZNAS Kabupaten dan LAZ; dan
b. penyampaian inform asi apabila terjadi penyim pangan dalam pengelolaan

zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dan LAZ.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATE

Pasal 50

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 36 ayat

(1), Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 44, Pasal 45, serta Pasal 46 dikenai

sanksi adm inistratif berupa:

a . peringatan tertulis;
b . penghentian sem entara dari kegiatan; dan/atau
c. pengusulan pencabutan izin.
(2) K etentuan lebih lanjut m engenai tata cara pengenaan sanksi adm inistratif

sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan B upati.

BAB XII

LARANGAN

Pasal 51

Setiap orang dilarang melakukan tindakan mem iliki, m enjam inkan, m enghibahkan,
m enjual, dan/atau m engalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial

keagam aan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

Pasal 52

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku am il zakat m elakukan
pengum pulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang

berwenang.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIK AN

Pasal 53

(1) Selain penyidik K epolisian Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri
Sipil di D aerah berwenang melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan
D aerah.

(2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaim ana dim aksud pada ayat (1)
dalam m elaksanakan penyidikan, m em punyai wewenang:
a. m enerim a laporan atau pengaduan dari seorang dan/ atau lem baga tentang

adanya tindak pidana di bidang pengelolaan zakat;

b . m elakukan tindakan pertam a pada saat itu di tem pat kejadian dan

m elakukan pemeriksaan;



(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)
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c. m enyuruh berhenti seorang tersangka, m em eriksa tanda pengenal dari

tersangka;

d . m elakukan penyitaan benda dan/atau surat;

e. m engam bil sidik jari dan m em otret seseorang;

f. m em anggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau
saksi;

g. m endatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan

pem eriksaan perkara;

h . m engadakan penghentian penyelidikan setelah m endapat petunjuk bahwa
tid a k terdapat cu kup b ukti atau peristiw a tersebut bukan m erupakan
tindak pidana dan selanjutnya m em beritahukan h al tersebut kepada
penuntut umum , tersangka atau keluarganya; dan

i. m engadakan tindakan lain m enurut hukum yang dapat

dipertanggungjaw abkan.

Penyidik sebagaim ana dim aksud pada ayat (2) m em beritahukan saat
dim ulainya penyidikan dan m enyam paikan hasil penyidikannya kepada
K epolisian N egara R epublik Indonesia sesuali dengan k etentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 54

Setiap orang yang dengan sengaja m elaw an hukum tid a k m elakukan
pendistribusian zakat sesuali dengan k etentuan P asal 37 ayat (1) dipidana
dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Setiap orang yang dengan sengaja dan m elaw an hukum m elanggar ketentuan
sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 51 dipidana dengan pidana sesuai dengan
k etentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap orang yang dengan sengaja dan m elaw an hukum m elanggar ketentuan
sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 52 dipidana dengan pidana sesuai dengan

k etentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Badan A mil Zakat yang telah ada sebelum Peraturan D aerah ini berlaku tetap
m enjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS K abupaten berdasarkan
Peraturan D aerah ini sam pai terbentuknya BAZNAS K abupaten yang barn
sesu ai dengan Peraturan D aerah ini.

B adan A m il Z akat yang telah ada dan dikelola oleh sw asta/m asyarakat
sebelum Peraturan D aerah ini, dapat menjadi LAZ sepanjang persyaratan

yang ditentukan peraturan perundang-undangan terpenuhi.
LAZ yang telah dikukuhkan oleh K ementerian A gama sebelum Peraturan D aerah

ini berlaku, dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan Peraturan D aerah ini.
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BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan D aerah ini ditetapkan paling

lam a 6 (enam ) bulan terhitung sejak Peraturan D aerah ini diundangkan.

Pasal 57

Peraturan D aerah ini m ulai berlaku pada tanggal diundangkan.

A gar setiap orang m engetahuinya, mem erintahkan pengundangan Peraturan D aerah

ini dengan penem patannya dalam Lem baran Daerah Kabupaten Pem alang.

D itetapkan di Pem alang

pada tanggal 30 Desem ber 2016

BUPATI PEM ALANG

ttd

JUNAETDI
Diundangkan di Pem alang

pada tanggal 30 Desem ber 2016

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PEMALANG

ttd

BUDHIRAHARDIJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 NOMOR 16

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG PROVINSI JAWA TENGAH

(16/2016);

Salinan sesuai dengan aslinya
k epau Vbagian HUKUM

SETDA KABUPATEN PEMALANG

PUJNSUGIHARTO, SH
Pem bina Tingkat I

NIP/ 19670510 199603 1 002
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOM OR 16 TAHUN 20156
TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH DI KABUPATEN PEMALANG

UuM UM

D alam Pem bukaan Undang-Undang D asar Negara R epublik Indonesia
T ahun 1945 telah m engam anatkan bahwa salah satu tujuan nasional adalah
m em ajukan k esejahteraan um um . U ntuk m ew ujudkan tujuan tersebut
senantiasa perlu dilaksanakan pem bangunan yang bersifat fisik m ateriil dan
m ental spiritual, antara lain m elalui pem bangunan di bidang agam a yang

m encakup terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh keim anan dan

ketaqwaan terhadap Tuhan Yang M aha Esa, meningkatnya akhlak yang m ulia,
terw ujudnya kerukunan hidup um at beragama yang dinam is sebagai landasan
persatuan dan k esatuan bangsa, serta m eningkatnya partisipasi aktif
m asyarakat dalam m ensukseskan pem bangunan. G una m encapai tujuan
tersebut perlu dilakukan berbagai upaya, antara lain dengan m enggali dan
m em anfaatkan dana melalui zakat, Infak dan sedekah.

N egara m enjam in kem erdekaan tiap-tiap penduduk untuk m em eluk
agam anya m asing-m asing dan untuk beribadat m enurut agam anya dan
kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan kew ajiban bagi um at Islam
yang m am pu sesuai dengan syariat Islam . Zakat m erupakan pranata keagam aan
yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan m asyarakat, dan

penanggulangan kem iskinan.

D alam rangka m eningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus
dikelola secara m elem baga sesuai dengan syariat Islam , am anah, kem anfaatan,
keadilan, k epastian hukum , terintegrasi, dan akuntabilitas sehingaga dapat

m eningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Z akat sebagai rukun Islam , merupakan kew ajiban setiap orang Islam
yang m am pu untuk m enunaikannya dan diperuntukkan bagi m ereka yang
berhak sesuai ketentuan agam a. Infak dan sedekah adalah tuntunan ajaran
agam a yang potensial m enghasilkan dana m asyarakat yang sangat besar.
Dengan pengelolaan yang b aik dapat dim anfaatkan secara m aksim al untuk
m em ajukan k esejahteraan um um bagi seluruh m asyarakat k hususnya

m asyarakat K abupaten Pem alang.

A gar m enjadi sum ber dana yang dapatbermanfaat untuk m engentaskan

m asyarakat dari kem iskinan dan m enghilangkan k esenjangan sosial, perlu
adanya sistem pengelolaan secara profesional dan dapat dipertanggung
jaw abkan yang dilakukan oleh m asyarakat bersama pemerintah. Sehubungan
dengan hal tersebut perlu m ebentuk Peraturan D aerah tentang B adan A mil,
Z akat, Infak dan Sedekah, dengan m aksud untuk m em berikan perlindungan,
k epastian hukum , pem binaan dan pelayanan kepada m asyarakat yang
m enunaikan zakat m aupun m em berikan Infak dan sedekah ataupun
m enyerahkan dana sosial keagam aan lainnya serta kepada mereka yang berhak

m enerim anya dan kepada m asyarakatyang mengelolanya.

Tujuan pengelolaan zakat, infak dan sedekah adalah untuk
m eningkatkan efektivitas dan efisien si pelayanan dalam pengelolaan zakat,
m eningkatkan m anfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan m asyarakat dan
penanggulangan kem iskinan, m eningkatkan kesadaran m asyarakat dalam

m enunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama, m eningkatkan fungsi dan
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pengelolaan

syarakat dan

k

eadilan

pem berdayaan ek

tang Pengelolaan Z aka

pkan dapat

rta yang dim

dengan tidak ad

a

untuk m enunaikan

k

m eyakin
kew aji
ikinya,

eraguan

zakat seb
sosial, dan m
onomiumm a
t, Infak dan

k an dan m

agai
eningk
t.
Sedek

enyad

b an zakat dalam r

dan m engan

gkat d

upaya

atkan

a h di
arkan
angka

erajat

sedikitpun terhadap para

pabila

harus

zakat

bagi

dalam

lolaan

dalam

dalam

ustahik dan

yang secara legal mem iliki dasar hukum dan dapat dituntut a
tidak benar dalam m elaksanakan pengelolaan.
PASAL DEM I PASAL

1

ukup jelas.

1 2

uruf a
Cukup jelas.

uruf b
Y ang dim aksud dengan asas “am anah?” adalah pengelola zakat
dapat dipercaya.

uruf c
Y ang dim aksud dengan asas “kem anfaatan” adalah pengelolaan
dilakukan untuk m em berikan m anfaat yang sebesar-besarnya
m ustahik.

urufd
Y ang dim aksud dengan asas “keadilan” adalah pengelolaan zakat
pendistribusiannya dilakukan secara adil.

uruf e
Y ang dim aksud dengan “asas transparansi” adalah dalam penge
zakatyang prosesnya dapat diketahui m asyarakat.

uruf f
Y ang dim aksud dengan “asas keberhasilgunaan?” adalah
pengelolaan zakat yang pencapaian hasil sesuai dengan sasaran.

uruf g
Y ang dim aksud dengan asas “kepastian hukum” adalah
pengelolaan zakat terdapatjam inan kepastian hukum bagi m
m uzaki.

uruf h
Y ang dim aksud dengan asas “terintegrasi” adalah pengelolaan
dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan
pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

uruf.i
Y ang dim aksud dengan asas “akwuntabilitas” adalah pengelolaan
dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh m asyarakat.

1 3

ukup jelas.

1 4

ukup jelas

I 5

ertanggungjawaban kepada B upati m eliputi pelaporan pelaks

p

P asa

Cukup

engelolaan

enggunaan

6

zakat,

dana

jelas.

infak, sedekah, dan

anggaran

pendapatan

dana sosial

d

a

n

belanija

keagam aan

daerah.

lainnya

zakat

pengum pulan,

zakat

anaan

serta
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Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Hurufb
Cukup jelas
Hurufec
Cukup jelas.
Hurufd
Cukup jelas.
Hurufe
Cukup jelas.
Huruff
Cukup jelas.
Hurufg
Cukup jelas.
H uruf h
Cukup jelas.
Huruf.i
Y ang dim aksud dengan “nTcaz” adalah harta tem uan.
Ayat (4)
Y ang dim aksud dengan “badan usaha” adalah badan usaha yang dim iliki
um at Islam yang m eliputi badan usaha yang tid a k berbadan hukum
seperti firm a dan yang berbadan hukum seperti perseroan terbatas.
A yat (5)
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Y ang dim aksud dengan “pihak terkait” antara lain lem baga di lingkungan
Pem erintah Daerah, Badan U saha M ilik D aerah atau lem baga luar negeri
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17

Cukup jelas
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Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (1)
Y ang dim aksud dengan “usaha produktiF adalah usaha yang m am pu
m eningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan m asyarakat.
Y ang dim aksud dengan “peningkatan kualitas um at” adalah peningkatan

sum ber daya m anusia.
Ayat (2)
K ebutuhan dasar m ustahik m eliputi kebutuhan pangan, sandang,
perum ahan, pendidikan, dan kesehatan.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
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Ayat (3)
Y ang dim aksud dengan “sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS
K abupaten antara lain dengan datang secara langsung k e kantor
BAZNAS K abupaten, konter yang disediakan olehB A ZNAS K abupaten,

rekening bank, dan pengam bilan oleh petugas kepada muzaki.

asal 41

Cukup jelas.
asal 42

Cukup jelas.
asal 43

Cukup jelas.
asal 44

Cukup jelas.
asal 45

Cukup jelas.
asal 46

Cukup jelas.
asal 47

Cukup jelas.
asal 48

Cukup jelas.

Cukup jelas.
asal 56

Cukup jelas.
asal 57

Cukup jelas.
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